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PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR 03 TAHUN 2002
TENTANG

PAJAKC HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

()

WALIROTA KIUPANSG,

vahwa  dengan beriakunya Hndang-undang NMomor 22 Vahun
1999 teptang Pemerimaban Daerah, maka dacrah  dibert
Newenangan Jittul menguris duen mengatur daerahnya sendiri,

Dahawa detigan dictaphoonva Ulndang-undang Nomor 34 Tabun
2000 1wentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1§ Tahun
1997 tentene Pajak Daecreh dan Retribust Dacrah makas
Peraturan Deerah Nomor 4 Tanun 1998 teutang Pajak Hiburan

perle disesuaikan;

bahwa pajak buran merupakun salah satu sumber pendapatan
Dacrah  yvang  penting  gune  memiayai  penyelenggaraan
pemerintahan daerab dan pembangunan  unluk memauntapkan
otonomi daerah vang fuas, nvata dan bertanggung jawab:;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, hurof
b, nurel ¢ diatas, maka periy dibentuk Peraturan Daerah tentang
Pajak thbwran,

Undanp-undang Nomwor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Dacrab-dacrah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barai, Nusa
Tengeara Tonur {Lembarar Nezwa Tahun 1958 Nomer 1S

Tambehan Lembadran Negara Nomor 1649,

Undana-uhdung Momor 8 takun 198! tentene Hukum Acara
& = o

Pidara (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

o8 1

Lembaran Negara Nomor 320

Undang-unaang Nomor 3 Tuhun 1996 tenlang Pembentukan
Koetamadya Dacrah Tingkat 1l Kepang Nomor 43, Tarbahan

Lembaran Negara Nomor 30333,

~
Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang 2adan
Penyzicsaian Scngketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
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Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086), sebagaimana
telah dinbah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
{(Lembaran Megara Tahun 20060 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 19997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Pakss (lembaran Megara Tahun 1997
Nemor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

Undang-undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Lazran (Lembaran pegara Lapun iyyy jnomor oY, lambahan
Lembaran Negara Womor 3839):

Undang-undang Momor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tanun 1999 Nowmnor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 38487

Jndang-undang Momor 28 Tahun 1995 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersth dan Bebas Korups:, Kolus), dan Nepotisme
(Lembuwran  Negara  Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851);

CPeraturan Pemerinitah Nomoer 65 Tahun 2001 tentang Pajsk
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan

Lemoaran Negara Momor 4138);

i. Keputusap Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang texnik
penyusunan  Perundang-undangan  dan  Bentuk  Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan  Pemerintah, dan
Rancangan ¥eputusan Presiden;

. Keputusan Menteri Dzlam Negenn Nomor 170 Tghun 1997

fentang Pedeman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;

5. Kepatesan Mentert Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997
tentang  Tata Cara Pemenkenan di bidang Pajak Daerah;

4. Keputusan . Menteri Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2001
tentang Penvasunan dan Mawn Mueatan Produk-produk Hukum
Daerah;

5. Keputusan Mentent Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001
tentang  Bentuk Produk-produk Hukum Dagraly;

. Keputusan Mentert Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001
tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah;

 Keputusan Memteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001

tentang Leinbaran Daerah dan Berita Daerah; -
5

. Peraturan Daeran Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah {Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2060 Nomor

&, Tambahan Lembaran Daecrah Nomor 72). .
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Dengan persetujua
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

AEMUTUSKAN :

Menctapkan 1 PERATH I\ AN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PAJAK
R

HIBURAN

1N aENw
; P

FETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Dacrah imt vang dimaksud dengan ¢

L.

6

~1

Daerah Otonoint, sr,mr._jmnyd gischut Daerah, adalah kesatuan wasyarakat hukum
yaug  aempunyai batos  doecraly tertente berwenang  mengatur dan mengurus
Kepentingan ny IW-:r('l al selempat menurut peakarsa sendiri berdasarkan aspirast
rasyarakal dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemenintah daeralr adalah Kepala Dacraiy beserta perangkat Daerah Otonom vang lan
sebagal badan eksckatit dacrah,

Kepata Dacmh adalah Waltkota Kupang.

Petabat ade riah cpawal Negert Sipil vang dibent tugas wertentu di bidang perpajakan
gaerah dan / atau retribust daeraly sesuzi dengan peraturan perundang-undangan yanyg
heralaku

Penyidik Pegawar Megen Sipil vang selenjutnyva disebut PPNS adalal: pejabat
Pegawal Negert Sinil tertentu dilingkungan Pemenntab Daerah yang berwewenang
khusuz olch Undang-undang untuk melazkukan penvidikan terhadap pelanggavan
Peraturan Daerah.

Peraturan Davich adaiun Peraturan yang ditetapkun oleh Kepala Daerah dengan
persetujuan Dewan ferwakilan Raloyat Daerah.

Pajak ouran veng selanjoinya

pajak adalah pungutan Daerah  atas
penyelenggarazi htburan,

Hiburan adalah semea jems kegiatan dengan nama apapun vang ditonion atau
dinixmatl cleh setiap orang dengan dipungut biaya.

Penyelenggars Hiburan adalal perorangan atau badan yang menyelenggarakan
hiburan baik untux dan alas nama sendizi atau untuk dan atas nama pihak lain yang
menfadi tanggungatnya.

. Pencnion atau pengunjuirg adzlah sctiap orang vang menghadirt suatu hiburan untuk

mehthat dan atau mendengar atou I‘.\"‘le'f'x‘.‘d‘ln\d atau menggunakan fasilitas yang
disediakan oleh peayelenguara iburae kecuali penyeicnggara, karyawan, artis dan
netugas yang menghadin untuk melakukan tugas pengaviasan,

. Tanda Masuk adalab suatu tande aiau alat vang sab dengan nama dan dalam bentuk

apapun yang dapat digunskan untuk menonton, menggunakan atau menikmati
P .
Nipuran.

Pajak Daeraly, yang selanjuinvo disebol  Pajuk, adalah tumn wajib yeng dilakukan

oleh orang pribadt atau badan kepada daeral tanpa iinbalan langsung yang seimbang,
yang dapat dipaksakan berdasarkan Perateran Perundang-undangan yang berlaky,
vang digunakan untuk  membiayai  venyelenggaren  pemerintahan  daerah  dan
e !1]}33?'111[["1}1'3 ’jﬁﬁ."ilh.

CBaden adalah sekumpulan omang dan / ataw perseketaan hukum yang merupalen

kesablan baitk yang welakukan vsaha maupun vang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbalas, persercan comanditer, perscoran lainnya, badan usaha
milih Negara atay Dacrah dengen nama dan dalant bentuk apapun, ligua, kongsi,
koperasi, dama pensiun, persckutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa,
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organisasi sosial politik, atau orcanisasi vang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap,
dan bentuk badan lainnva.

. Obycek Pajak adalah penvelenggaraan hiburan denzan dipungut bayaran,
. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan vang menurut ketentuan peraturan

Perundang-undangan perpajakan dacrah diwajibkan untuk melakukan pembayaran
pajak yang lerutany, termasuk pemungul atay pemotong pajak lertentu.

. Masa Pajak adalah jangka waktu vang lamanva sana dengan 1 (satu) bulan takwim

atau jangka waktu fain vang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah,

Tahun Pajak adetab jaogha wakio vy lamanya 1 (sata) tahun takwim kecuali brla

Wajib Pajak menggunakan takun buku vang tidak sama dengan tahun takwim,

- Pajak vang terutang adalah pajak vang harus dibavar pada suatu saat, daiam Masa

Pajak . dalam Tahun Pajak. atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan
peraturan peruindang-undangan perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaiun kegiatan mdar deri penghimpunan data objek
dan subjek pajak atav retribusi, penentuen  besarnya pajak atau retribusi yang
terutang sampai kegtatan pepagihan pajale atau rettbust kepada Wajib Pajak atau
Wajib Retribust serta pengawsan penyclorannya.

Surzt Pemberitahuan Pajak Daerah. vang dapat disingkat SPPD, adalah surat yang
oleh Wajib Pajak digunaxan entuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran
pajak, Objek Pajak dan / atau bukan Objek Pajak, dan / atau harta dan kewajiban,
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

.Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapatl disingkat SSPD, adalah surat yang oleh

Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang
terutang ke Kas Dacrah atan ke tempat penibayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala
Daerah.

. Surat Ketetapan Pajak Dacrah, vang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan

pajak yang menentukan besarnyva jumlah pokok pajak.

. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar, vang dapat disingkat SKPDKDB, adalah

surat ketetapan pajak vang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit
pajak, jumlah kekurangan pembavaran pokok pajak, besamya sanksi administrast,
dan jumlah vang masth harus aibavar.

. Surat l\t.t(.{dpdn Pajak. Dacrah Kur rang Bavar Tambaban, yang dapat disingkat

SKPDKBT, adalah sural hewtapan paax vang meneatukan tambahan atas jumlah
pajak vang telah ditetapkan.

. Surat I\uuapdn Pajak Daerab Lebih Bavar disingkat SKPDLB, adalah surat

hetetapan pajak vang menentukan jumiah kelebihan Ketetapan Pajak Daerah Lebth
Bayar, yang dapat paimbavaran pajak karena jumiah kredit pajak lebih besar daripada
pajak yang terutangatau tdak scharusnva terutang,

. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil, yvang dapat disingkat SKPDN, adalak surat

ketetapan pajak vang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnva dengan jumlah
lkredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

. Surat Tagihan Pajak Daerzh, vang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk

melakukan ldutlmn pajak dan o oatau sdavekst adnnnstrast berupa bunga dan / atau
denda.

Surat Keputusan Pembetulan adziah sivat keputcean vang membetulkan kesalahan
lutis, kesalahan bitung dan 7/ ateu kekeliroan dalam penerapan kelentuan lertentu
dalam peraturan perundang-undngan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat
Fetetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Dacrahy Kuwreng Bavar Tambanan, Surat Ketetapan Pajak Dacrah
Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil atau Surat Tagihan Paiak Daerah.

. , P
CSurat Keputasen Keberatan adoiah surat keputusan atas keberatun terhadap Surat

Ketatapan Pajak Dac:"rh Surat Ketctapan Palak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Dacrah Kurang Bavar Tamibahan, Surat Ketelapan Pajak Dacrah Lebih Bayar, Sural
Neletapan Fuiah Daciah Nib ii il umuuup peivivigen ateu pemunguian vieh pihak

1
! ")"q. ey M TR I v -i| A /r 1 s eyl
rolldd Vang diajdkal ool WA | n,cm

-~

‘




,.
s

31. Putusan Banding adalab putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga pcrolcn an dan penverahan barang atau jasa,
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan‘laba rug:
pada setiap Tahun Pajak berakhir

i

BAR i
- NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

T I VAR VL = T TR T AT Y e, g =, TN P, S W Y T p— > g}

(1) Nama Pajak ini adalah Pajak Hiburan;

i (2) Obyek Pajak adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungul bayaran;
(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah :

Pertunjukan film;

Pertunjukan kesenian dan sejenisnva;

Pertandingan Olahraga;

Pagelaran musik dan Tart dan sejenis lainnya;

Panggung Terbuka;

r"mug:un" Tertutup;

-
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vl Coanmr ddan Pamac,
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Pcrmaman Brivard;

Permatnan ketanghasan;

=

Padang Goil;
. Kolam Renang:
Pusat K
. Kolam n/mn(..'r‘.g
. Diskotik:
. Karaoke;
. Kilub Malam;
. Panti Pija!:
. Taman Rekreasi:
19. Playstation;
dan jenis hiburan iainnva.
(4) Tidak termasuk objek Pajak Hituran adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak
dipungut bayaran, scperti hiburan vang dl-.,e]c,mggau-.knn dalam rangka penikahan
updcara adat, Kegiatan keaganiwnl,
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(1) Subyek Pajak adalah crang pribadi atey badan vang menonton dan atau menikmati
hiburan;
(1) Wajib Pajak  adalah orang pribadi atau badan yang mevelenggarakan hiburan,

= &5

¥ DAN TARIF PAJAK

IDASAR PENGEN \.*\
Pr

~
-

Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adaiah jumlah pembavaran atau yany seharusnya dibayar
untuk menonton dan atar menikimati hiburan.

N



Tarif Pajak Hiburan paling Tiger sebesar 35 % {tiga prlui lima persen).

asal O
Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana hlm di
bioskop ditetapkan :

P

1. Golongan A Tl Utana seocsar 20 % (dua puluh persen),
2. Golongan A 1l sebesar 13 % (limab“‘»ac persen);
3. Golongan A | sebesar 15 % ({ima belas persen):
4. Golongan B 1l sebesar 10 % (.s\.puiuh persen);
S. Golongan B 1 sebesar 3 % (delapan persen),

6. Golongan C sebesar 6 % (enam persen),

7. Golongan 1D sebesar 5 % (lima persen);

8. Jenis keliling sebesar 5 % (lirna persen).

b, Untuk pertunJukdn kesenian antara lain kesenian tradisional, pameran seni, pameran
busana, kontes kecantiken sebesar 20 %o (dua puluh persen).
¢. Untuk pertandingan olahraga ditctapkan sebesar 10 % (sepuiuh persen).
-~ d. Untuk pertunjukan/pagelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima
o« persen);
g, Untuk permainan bilvard diterapkan sebesar 15 %4 (lima belas persen);
. Untuk permainan ketangkasan dan scienisnya {..'.L{d})l\.in sebesar 15 % (lima belas
persen);
¢, Untuk permaiman gelf ditetapkan sebesar 20 % (dua puloh persen);
h. h olam renang sebesar 10 % (sepuluh persen);
i, Pusat l\c.bu”ar 1 (Fitniess Centre) sebesar 20 % (c¢ua puluh perseny;
j. Untuk d1skol. k, diskobar ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);
- k. Untuk karaoke ditetapkan sebesar 20 % {dua puluh persen);
I, Untuk kelab malam ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
m. Untuk panti pijat ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen);
n. Taman rekreast ditetapkan scbesar 10 % (sepulub persen):
0. Jenis hiburan laiimya 10 % (sepuluh persen).

) BAB IV
WILAYYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 7
(1) Wilayah pemungutan pajak vang terutang adalah di wilayal Kota Kupang;
(2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana
dimaksud pada P'-mn] S r)‘mturdn Daerah ini dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud pada Pasal ¢ Peraturan Dacrah ini.

BABV
- MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG
1 DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ~
- Pziscii 8

Masa pajak adalah satu buland takwin dalam tahun takwin merupakan waktu umu‘n
5 : - e i
menghitung besarnya Pajak Terutang.

4]
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Pasat 9

Pzjak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

Pasal 10

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar

()

(4)

dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 11

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah
ini Walikota menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;

Apabila dalam kurun waktu 14 hari Walikota tidak mengeluarkan SKPD maka Pajak
terutang ditanggung oleh Pemerintah Daerah;

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang
dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima,
dikenakan sanksi admimstrasi berupa denda 2 % (cna persen) sehingga ditagih
dengan menerbitkan STPD.

. .
PPasal 12

Wajib Pajak yang membavar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasai 10
ayat (i‘ Peraturan Daerah in du,undi\an untek menghitung, memperhitungkan dan
M dran rv:nzl: cendir vano teritang

Daiam |<tngkﬂ waktu 3 fnma) ahun sesudan saat lerutangnya pajak, Walikota dapat

menerbitkan :

a. SKPDKR

0. SKPDXBT;

c. SKPDN.

SKPDKIE sepagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a Pasai int ditetapkan .

a. Apabila bcmasmkm hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang
tidak atau wurang dibayar dikenakan senksi administrasi berupa denda sebesar 2
% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yvang kurang atau terlambat dibayar
urituk jangka waktu paling lama 24 (dua puiuh empat) bulan dihitung sejak saat
terutang paink;

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan daiain jangka waktu yang ditentukan dan telah
ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi adiministrasi berupa denda sebesar 2 %
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat ) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak;

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenubi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 %
(dua pulub tima persen) dart pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa
denda 2 % (dua persen) 2ebulan dihitung dari pejak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puiluh empat) bulan dihitung
sejak saat teruta ngnya pajak. ~_

SKPDKBT schbagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf b Pasal ini diterbitkan

apabila ditemukan data baru atau data yang semula beium terungkap yang

menvebabkan penambahan jumlah pajak vang teruiang, akan dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % ( seratus parsen) dari jumlah kekurdifgan
pajak tersebut. '



(3)

(6}

(2)

—_—
= )
~—

(1

SKPIIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ Pasal in! diterbitkan apabila

jumiah pajak yang terutang suma besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak

tidak terutang dan tidak ada kredit paiak.

Apabiia kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDRBT  sebagaimana
dimaksud pada avat (2) huruf a don b Pasal ini tdak atau tidak scpenuhnya dibayar
dalam ifangka wakue vang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD
ditambah dengan sarnksi administrasi denda 2% (dua persen) sebulan.

SAE VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETGRAN PAJAK

Pasal 13

Pembayaran pajak dilakukan ke kas Daerah baik oleh Wajib Pajak maupun oleh
fnstansi pemungut meialui Bendaharawan Penerima/Penyetor yang ditunjuk oleh
Waiikota:

Bendahara penenma/penvetor wajib menvetor sceara brute ke kas daerah selambat-
fambatnya 1 X 24 jam kecual: hari libur,

Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud nada ayat (1) dan ayat (2) Pasal i
dilakukan dengan menggunakan SSPD;

Apabiia bendahara pencrima/penyctor lalai melaksanakan ayat (2) Pasai ini
dikenakan sanski 2% (duz persen) dari setoran bruto.

1es ey 1
l)c. r\d} 14

3 Pembayaran pajak harvs dilakukan sekaligus atau lunas;

Walikota davat memberikan  persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur
pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, seiclah memenuhi persvaraian yang
ditentukan;

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus
dilakukan secara teratur dan berturut-turui dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;

Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak  untuk menunda
pemoayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari
jumiah pajak yang belum atau kurang dibayar ;

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara
pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(4) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini
diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;

Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembavaran dan buku penerimaan pajak
sebagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BARB VIIl
BIAYA PEMUNGUTAN s

Passl 1€

Kepada instansi pemungut diberikan upal pungut scbesar 5 % (lima-=perseny-Jari
setoran bruto: .



(2) Tata cara pembayaran upah pungut disesuaikan dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

BAR IX
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 17

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo
pembayaran;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari seteiab Surat Teguran atau Surat Peringatan atau
surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oiech Pejabat.

Pasal 18

(1) Apabila jumlah pajak yang masth harus dibayar tidek dilunasi dalam jangka waktu
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan dan atau surat
lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;

(2) Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak
tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah
tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat <egera menerbitkan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya,
setelah lewat 10 (sepului) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintzh Melaksanakan
Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penctapan tanggal pelelangan kepada Kantor
Lelang Negara.

Pasal 21

Setelah Kantor Leiang Negara menctapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan
lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertylis kenada Waiib Pajak.
Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan najak
daerah ditetapkan oich Walikota,

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Fasal 23

(1) Wapo Pajak dapat nengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat atas © ™
a. SKPD;
b. SKPDKE:
c. SKPDKET; E e
d. SKPDLB:
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e. SKPDN;
f Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku,

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus
disampaikan sccara tertulis dalam bahasa indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib
pajak, atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan alasan yang jelas kecuali apabila Wajib
Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi, karena
keadaan diluar kekuasaannya,

(3) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
diterima, sudali memberikan keputusan;

(4) Apabila setelah tewat waktu 12 {dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) Pasal ini Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohenan

keberatan dianggap dikabulkan;

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda

kewajiban membayar pajak.

—
wn
~—

Pasai 24

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelab diterimanya keputusan keberatan dart
Walikota atau Pejabat;

(?‘) PEIL&.;.L_;'\Z”T': handine cohaoaimana dinvabend :111({’1 :-'l_kr:-lt' 1Y Pacal ini tidals rapnonds

kewajiban membayar pajak.

P"asal 2!

(1) Apabila pengajuan keberatan scbagaimana termaksud pada Pasal 23 Peraturan
Daerah int alau banding sebagaimana dimaksud pada PPasal 24 Peraturan Dacrah ini
dikarenakan scbagian atau seluruhnya, kelebiban pembayaran pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 %96 (dua persen) sebulan untuk paling lama
24 (dua pulub empat) bulan;

{27 Apabila keberatan dan banding dari Wajit Pajak telah mendapat keputusan yang
tetap, Walikota wajit meiaksanakanya.

BAR X1
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKST ADMINISTRASI
Pasal 26

(1) Walikota atas permohonan Wajib Pajak dapat :

a. Membetutkan SKPD atau SKPDRKESB atiu SKPDKBT atau STPD yang dalam
penerbitanrya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan
dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Pernajakan iDaerah;

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

¢. Mengurangkan atav menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan
kenaikan pajak vang terwtang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karera
kekhilafan Wajil Pajak atau bukan karena kesalahannya. ;

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasé atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT_,‘cha_n STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis ofeh

Wajib Pajak kepada Kepala Dacrah, atau pejabat selambat-lambatuya 30 (tiga puluh)
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hari sejak tanggal ditcrima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan
memberikan alasan yang jelas.

(3) Walikota atzau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan
sebagaimana dimaksud pzda avat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan
keputusan.

(4) Apabila setelah iewat wakiu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal
ini Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan,
pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi yang dapat dikabulkan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 27

(1) Walikota atas permchonan Wajib pajak mengembalikan kelebihan pembayaran
pajak;

(2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas ) bulan segjak
diterimanva permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan;

(3) Apabila jangka wakie schagaimana dimaksud pada ayat (2) Pazal ini dilampaui

Walikota atau Pcjabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan

dalam waktu paling lama | (satu;j bulan:

Apaptla Wapb Pajak mempunvatl utang paiak lainnya, kelebihan pembayaran pajak

sebacaimana dimaksud pada avat (2} Pasal ini langsung diperhitungkan untuk

melunast terlehih dahula ueng pajak aunaksud,

(5) Pengembahan kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2

{(dua) bulan sgjak diterbitkannva SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah

Membayar Keiebihan Pajak (SPMKP);

Apabila pengembalian keichihan pembayaran pajak dilakukan setelah iewat waktu 2

(dua) bulan sejak diterbitkannva SKPDLB, Walikota atau Pejabat memberikan

rmbalan bunga sebesar 2 % {dua persen) sebelan atas keterlambatan pembayaran

kelebihan pajak.

S

—
o)
S

Pasal 28

Apabila kelebihan pembavaran pajak  diperbitungkan dengan utang pajak lainnya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 27 avai (4) Peraturan Daerzh  ini pembayaran
dilakukan dengan cara peniindahbuhuan dan bukti pzinindahbukuan juga berlaku sebagai
bukti pembayaran.

BARB X1
GUGUR
Pasal 29
(1 Hak ek melakukan penagthan pajak gugur setelah melampaui jangka waktu S
(lima) whun ferhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak
melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daervah; ~
(2) Gugur penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surat teguran dan Surat Paxsa atauv
pengakuan D palark dar wa! alax langsung t < Isung.
b, Ada pengakuean utang paiak dari wayib pajak langsung maupun ldakl%5511.1§;_ -

\‘

"



BARB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 30

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi

-
2
~—

(3)

—~~

—

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Ridana di
bidang Perpajakan Daeral;

Wewenang Penyidik sebagaimans dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneiiti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak Pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti,mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukar sehubungan dengan tindak
Pidana perpajakan Daerah;

¢. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak Pidana dibidang perpajakan Daerab ;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak Pidana dibidang perpajakan daerah :

¢. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti;

f. Dalam keadaan perlu dan sangat mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan

tanpa surat izin terlebih dahulu, sesaat setelah melakukan penyitaan perlu

melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

Pidana di bidang perpajakan Daerah ;

n. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tenipat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang
dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas;

i.  Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidang perpajakan Daerah ;

j.  Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersang,ka

atau saksi;

Menrghentikan penyidikan;

Melakukan tindakan lain yang perfu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana

di bidang perpajakan daerah dan menurut Hukum yang dapat di

pertanggungjawabkan;

m. PPNS dapat meminta bantuan teknis penyidikan dari Penyidik POLRI.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

s
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BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 3]

Wajib Pajak yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini dapat
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banvak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang :

Wanb Pajak yang dengan sengaja melanggar Ketentuan aaam rasal 10 Peraturan
Dacrah ini dapat dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun atau
denda paling banyak 4 ( empat ) kali jumlah pajak vang terutang ;

{3) Tindak pidana sebagaiimana dimaksud dalam ayai (1) Pasal ini adalah pelang_s,ardn e

~— -

i



Pasal 32

Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu
10 tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya
bagian tahun pajak yang bersangkutan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
1998 tentang Pajak Hiburan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berfaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 14 Agustus 2002

WALIKOTA KUPANG,
Cap & Ttd

8. K. LERIK
Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 19 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,
Cap & Tta

| L5 = ) i.
NITHANE]L NOMESEOH T |

LEMBARAN DAILRAH KOTA KUPANG TAHUN 2002 NCMOR 08



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 03 TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK HIBURAN

I UMUM

Pajak hiburan adalah pajak Daerah Kabupaten/Kota yang sebelumnya disebut
pajak pertunjukan dan keramaian umum yang obycknya antara lain pertunjukan film di
bioskop, olahraga dan pagelaran kesenian.

Pajak hiburan sebeium berlakunya Undang-undang Nomor [8 Tahun 1997
tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah sumber pungutan pajak daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 tahur: 2000 tentang perubahan atas
Undang-undang Nomor i8 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah,
maka perlu dilakukan perubahan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Dacerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk 1tu  Pemerintab Kota Kupang dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Kupang menetapkan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang
Pajak Hiburan.

Il. PASAL DEMJ PASAL

Pasal 1'angka 1 s/d 3 . Cukup jelas.

Angka 4 . Pejabat adalah kepala Dinas Pendapatan Daerah
yang berdasarkan kewenangan kepala Daerah
ditunjuk untuk melakukan penagihan pajak.

Pasal 2 ayat (1) s/d ayat (2) - Cukup jelas. '
Ayat (3) : Jenis-jenis hiburan vang dikecualikan dari obyek
pajak hiburan yaitu:

- Film penerangan pemerintah dan film untuk
keagamaan;

- Jenis hiburan yang diselenggarakan  oleh
Pemerintah untuk kepentingan pemerintah dan
kepentingan umum seperti nameran
pembangunan atau pameran nasional/dacrah;

- Segala jenis hiburan yang diselenggarakan
semata-mata bertujuan sosial kemanusiaan,
untuk  bencana alam dan  kepentingan
keagamaan;

- Panti pijat tuna netra,

- Segala jenis pertunjukan, keramaian yang
bersifat tradisional diluar obyek-obyek wisata,
hotel dan restoran.

Pasal 3 s/d 34 : Cukup jelas.
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